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Penelitian ini di latar belakangi oleh adanya berbagai permasalahan sosial- budaya- hukum-
ekonomi seperti kenakalan remaja, narkoba, kriminalitas, KDRT, Perceraian, prostitusi, anak 
terlantar, pengangguran, kemiskinan, kesehatan dan permasalahan perumahan. Tingkat kepadatan 
penduduk yang sangat tinggi ini tentunya berdampak terhadap permasalahan sosial, salah satunya 
masalah hukum  selama tahun 2020 di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian deskriptif kualitatif, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, 
baik satu variabel atau lebih (independent). Hasil penelitian terdapat beberapa muatan peraturan 
daerah tentang ketahanan keluarga yaitu; Ketentuan, Ruang Lingkup, Pelaksanaan, Fungsi dan 
Tanggung Jawab Keluarga, Ketahanan Keluarga, Kelembagaan Pendampingan Ketahanan 
Keluarga, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Sistem Informasi Ketahanan 
Keluarga, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, dan Penutup. Oleh karena itu Peraturan Daerah 
Tentang Ketahanan Keluarga tersebut akan menjadi acuan dan dasar bagi tatanan kehidupan 
masyarakat terkecil berbangsa dan bernegara yaitu keluarga yang mengatur tentang arah jangkauan, 
ruang lingkup, materi dalam peraturan, juga agar memenuhi komponen ketahanan keluarga yaitu 
komponen legalitas, struktural, ketahanan fisik, ketahanan sosial, ketahanan psikologis, ketahanan 
sosial budaya, tentang komponen ketahanan ekonomi menjadi patokan utama dalam Ketahanan 
Keluarga secara keseluruhan terutama di Kota Bandar Lampung, maka yang diperlukan antara lain 
pendapatan daerah perkapitas masyarakat, lingkungan, lapangan pekerjaan dan kesehatan yang 
memadai. 
 




Keluarga merupakan satuan terkecil 
di dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. Oleh karena 
itu kuat atau lemahnya ketahanan 
keluarga akan berdampak kepada kuat 
atau lemahnya ketahanan masyarakat, 
bangsa dan Ketahanan nasional. Kota 
Bandar Lampung adalah Ibu Kota 
proinsi Lampung yang sangat 
hetererogen dan plural, baik suku, 
agama, ras dan antar- golongan yang 
tentunya merupakan kota sangat 
dinamis dengan mobilitas yang cukup 
tinggi.  
Hal ini tentunya membawa 
konsekuensi terhadap timbulnya 
berbagai permasalahan sosial- budaya- 
hukum-ekonomi (seperti kenakalan 
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remaja, narkoba, kriminalitas, KDRT, 
Perceraian, prostitusi, anak terlantar, 
penganggura, kemiskinan, kesehatan 
dan permasalahan perumahan. Tingkat 
kepadatan penduduk yang sangat tinggi 
ini tentunya berdampak terhadap 
permasalahan sosial, salah satunya 
masalah hukum  selama tahun 2020 
tingkat kriminalitas di kota Bandar 
Lampung berjumlah 2.336 kasus naik 
sebesar 31 persen yaitu 602 kasus 
dibandikan tahun 2019. (Kantor berita 
Antara). 










Dari Tabel 2 diatas dapat diketahui dan 
dijelaskan permasalahan yang dihadapi 
oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung 
dan harus dacarikan solusinya yaitu : 
 
1. Tingkat kemiskinan  sebesar 93.740 
jiwa atau 8,81 persen 
2. Tingkat Pengangguran terbuka (Usia 
Kerja) 36.728 orang atau 8,79 % dari 
seluruh angkatan kerja sejumlah 
417.838 orang. 
3. Tingkat Pendapatan perkapita rata-rata / 
hari/jiwa sebesar 55.266,35 rupiah. 
 
 Tingkat pendapatan perkapita 
penduduk Bandar Lampung ini tentu jauh 
dibawah perkapita nasional yang sebesar 
117 ribu rupiah. Angka angka diatas 
tentunya menggambarkan masih 
banyaknya orang yang hidup dibawah 
garis kemiskinan yang tidak mampu 
memenuhi kebutuhan dasar hidup dan 
perumahan yang layak. Serta jumlahnya 
darti tahun 2018-2020 tidak mengalami 
penuruan.  
 
Tabel 2. Garis Kemiskinan, Jumlah dan 
Persentase Penduduk Miskin di Kota Bandar 







Dari Tebel 2 di atas dapat diketahui 
bahwa jumlah Penduduk yang  hidup 
dibawah garis kemiskinan setiap tahunnya 
selalu mengalami  penurunan, namun 
penurunannya sangatlah lamban dn tidak 
signifikan.    
 
Tabel 3. Penyandang Masalah 







            
 
 
Dari table 3 diatas diketahui bahwa 
jumlah orang penyandang masalah 
kesejahteraan sejumlah 3.099 orang 
dimana kategori ini adalah perlunya 
pembinaan sosial melalui santunan sosial 
secara berkesinambungan. 
Dari gambaran permasalahan sosial 
data diatas tentunya menjadi faktor-faktor 
dari pada Ketahanan Keluarga, dan kiranya 
Rincian Satuan/Unit 2018 2019 2020 
(1) (2) (3) (4) (5) 
SOSIAL     
Penduduk  1.033.803 1.051.500 1.166.066 
Angka Harapan Hidup Tahun 71,01 71,28 71,37 
Angka Melek Huruf % 98,86 99,41 99,24 
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 65,92 65,52 67,79 
Tingkat Pengangguran Terbuka % 7,28 7,12 8,79 
Penduduk Miskin Ribu 93,04 91,24 93,74 
Persentaseh Penduduk Miskin % 9,04 8,71 8,81 
Indeks Pembangunan Manusia - 76,63 77,33 77,44 
     
EKONOMI     
Produk Domestik Regional Bruto Nilai rupiah 54.609,16 59.377,92 59.078,74 
Laju Pertumbuhan Ekonomi % 6,20 6,21 -1,85 
PDRB Per Kapita Ribu Rupiah 52.823,57 56.469,73 55.266,35 
 Sumber :  Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung ,2021. 







1 2 3 4 
2012 392.642 117,35 12,65 
2013 429.146 102,75 10,85 
2014 450.014 102,27 10,67 
2015 476.055 100,80 10,33 
2016 502.968 100,54 10,15 
2017 540.679 100,50 9,94 
2018 562.277 93,04 9,04 
2019 588.177 91,74 8,71 
2020 634.743 93,74 8,81 
 
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1. Anak Terlantar 1.438 1.307 1.307 1.307 29 
2. Lanjut Usia Terlantar 1.946 1.526 1.604 1.635 628 
3. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 625 266 420 427 900 
4. Anak Jalanan 4 4 1 1 61 
5. Anak yang berhadapan dengan hukum 4 - - - 10 
6. Korban penyalahgunaan NAPZA 98 37 41 43 129 
7. Penyandang Cacat 1.062 607 949 820 817 
8. Gelandangan dan Pengemis 57 50 7 8 48 
9. Tuna Susila 77 44 47 47 144 
10. Bekas Warga Binaan LP 144 12 18 19 69 
11 Pemulung 380 109 145 151 264 
                   JUMLAH 5.835 3.962 4.458 4.458 3.09
9 
 Sumber : Kota Bandar Lampung dalam angka, 2021 Banda Pusat Statistik Kota Bandar Lampung 
Sumber : Kota Bandar Lampung dalam angka, 2021 Banda Pusat Statistik Kota Bandar Lampung 
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dapatlah menjadi alasan dan argumentasi 
hukum perlunya dibuat aturan tentang 
Ketahanan Keluarga melalui Peraturan 




Adapun teori yang digunakan untuk 
mengkaji Ketahanan Keluarga 
digunakan 3 (tiga) teori yaitu : Teori 
Ketahanan Keluarga, Teori Fungsi 
Keluarga dan Teori Negara 
Kesejahteraan. 
2.1. Teori Ketahanan Keluarga 
Istilah ketahanan (Van Holk, 2008) 
digunakan untuk menggambarkan suatu 
proses dimana orang tidak hanya 
mengelola upaya- upaya untuk 
mengatasi kesulitan hidup, tapi juga 
untuk menciptakan dan memelihara 
kehidupan yang bermakna dan dapat 
ikut  menyumbang pada orang-orang 
disekitarnya.  Ketahanan                  berarti 
keberhasilan dalam kehidupan meskipun  
berada dalam kedaan yang mengalami 
resiko tinggi. Ketahanan juga berarti 
kemampuan pulih  -kembali secara sukses 
dari trauma. Ketahanan digolongkan 
kedalam tiga-tipe (Fraser, Kirby & 
Smoskouski, 2004), yaitu: mengatasi 
rintangan, memelihara kemampuan dalam 
menghadapi tekanan dan pulih dari trauma. 
2.2. Teori Fungsi Keluarga 
 
Fungsi keluarga menurut Dr. Marilyn M. 
Friedman  menyebutkan ada 5 (lima)    
yaitu: 
 
a) Afektif:  
b) Sosialisasi:  
c) Reproduksi:  
d) Ekonomi:  
e) Perawatan dan pemeliharaan 
kesehatan:  
 
2.3. Teori Negara Kesejahteraan 
 
Menurut Kranenburg  teori Welfare 
State bahwa Negara bukan sekadar 
memelihara ketertiban hukum, melainkan 
juga aktif mengupayakan kesejahteraan 
warganya. Kesejahteraanpun meliputi-
berbagai bidang yang luas cakupannya, 
sehingga selayaknya tujuan negara itu 
disebut secara plural yaitu tujuan-tujuan 
negara. 
Selain itu menurutnya bahwa upaya 
pencapaian tujuan-tujuan negara itu 
dilandasi oleh keadilan secara merata, 
seimbang. Peran negara tidak bisa 
dipisahkan dengan Welfare State karena 
negara yang berperan dalam mengelola  
perekonomian yang yang di dalamnya 
mencakup tanggung jawab negara untuk 
menjamin ketersediaan pelayanan 





Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian dengan pendekatan kualitatif 
deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu 
penelitian yang dilakukan untuk 
mengetahui nilai variabel mandiri, baik 
satu variabel atau lebih (independent). 
Penelitian  kualitatif merupakan 
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prosedur penelitian yang menerapkan  
data  deskriptif dengan kata-kata tertulis 
atau lisan dari individu-individu dan 
perilaku yang dapat diamati. Penelitian 
ini membentuk desain yang secara terus 
menerus disesuaikan dengan fakta di 
lapangan. Penelitian kualitatif tidak 
memiliki tujuan mengkaji atau 
membuktikan kebenaran suatu teori 
namun teori yang sudah ada 
dikembangkan dengan menggunakan 
data yang dikumpulkan. 
 
IV. ANALISIS HASIL DAN 
PEMBAHASAN 
 
4.1. Jangkauan Arah Pengaturan 
Pengaturan Peraturan Daerah Tentang 
Ketahanan Keluarga meliputi Azas- 
Prinsip dan Tujuan Ketahahan Keluarga, 
Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, 
Perlindungan Ketahanan Keluarga dan 
Penanganan Ketahanan Keluarga. 
Kewenangan Pemerintah Daerah terdapat 
dalam kewenangan Pasal 13 Undang- 
Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan 
Daerah yaitu kewenangan yang 
melibatkan kewenangan wajib. Materi 
muatan dari Peraturan Daerah yang diatur 
dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 yang mengatur tentang 
Muatan Perda yang berkaitan dengan 
pelaksaan dan tingkat pembantuan.  
Materi Ketahanan Keluarga secara 
spesifik belum diatur dalam undang- 
undang tersendiri karena sampai hari ini 
belum ada Undang-Undang tentang 
Ketahanan Keluarga tetapi secara garis 
besar telah diatur di dalam Undang- 
Undang yang secara parsial yaitu Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 16 
Tahun 2019 Tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 
Pasal 7, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, 
Pasal 33, Pasal 34. Undang-Undang 
Nomor 52 Tahun 2009 Tentang 
Perkembangan Penduduk dan 
Pembangunan Keluarga, Pasal 47 dan 48, 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga (UU P-KDRT), Pasal 12, 
Pasal 13, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 
2009 Tentang Kesehatan, Pasal 1, Pasal 4, 
Pasal 5, Pasal 61, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 
6, Pasal 7, Pasal 8, Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan 
dan Kawasan Pemukiman, Pasal 1 point 
(7). 
4.2.Muatan Peraturan Daerah Tentang 
Ketahanan Keluarga 
 
Materi muatan pokok yang diatur 
dalam Rencana Peraturan Daerah 
(Raperda) Tentang Ketahanan 
Keluarga, dikelompokkan dalam 
kelompok- kelompok yang kecil 
melalui Bab dan dilanjutkan dengan 
pasal-pasal, yaitu : 
 
• Ketentuan Umum 
Ketentuan umum dalam Peraturan 
Daerah (Perda) Tentang Ketahanan 
Keluarga memuat definisi : 
 
a) Pemerintahan Daerah 
b) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
c) Perangkat Daerah 
d) Keluarga 
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e) Ketahanan Keluarga 
f) Perkawinan 
g) Keluarga Berkualitas 
h) Keluarga Sejahtera 
i) Keluarga Prasejahtera 
j) Keluarga Rentan 
k) Perencanaan 
 
• Ruang Lingkup 
Ruang Lingkup dalam Peraturan 
Daerah (Perda) Tentang Ketahanan 
Keluarga memuat Fungsi dan 
Tanggung Jawab Keluarga, Ketahanan 
Keluarga, Kelembagaan Pendamping 
Ketahanan Keluarga, Peranserta 
Masyarakat, Sistem Informasi, 
Pemantauan Evaluasi, dan Pendanaan.  
 
• Pelaksanaan 
Pelaksanaan dalam Peraturan 
Daerah (Perda) Tentang Ketahanan 
Keluarga memuat; penyelenggaraan 
tentang pembangunan ketahanan 
keluarga dilaksanakan oleh pemerintah 
daerah, masyarakat dan keluarga. 
 
• Fungsi dan Tanggung Jawab 
Keluarga 
Fungsi dan Tanggung Jawab 
Keluarga dalam Peraturan Daerah 
(Perda) Tentang Ketahanan Keluarga 
memuat tentang keagamaan, sosial 
budaya, perlindungan, reproduksi, 
sosialisasi, pendidikan, ekonomi dan 
pembinaan lingkungan. 
 
• Ketahanan Keluarga 
Ketahanan Keluarga dalam 
Peraturan Daerah (Perda) Tentang 
Ketahanan Keluarga memuat tentang 
kebijakan pemerintah daerah, 
menyusun rencana strategis, 
pembangunan keluarga, komponen 
ketahanan keluarga, pemenuhan 
legalitas dan keutuhan keluarga, 
pemenuhan ketahanan fisik keluarga, 
pemenuhan dan ketahanan ekonomi, 
pemenuhan ketahanan sosial 
psikologi, pemenuhan ketahanan 
sosial budaya. 
• Kelembagaan Pendampingan 
Ketahanan Keluarga 
Kelembagaan Pendampingan 
Ketahanan Keluarga dalam 
Peraturan Daerah (Perda) Tentang 
Ketahanan Keluarga memuat tentang 
tugas pendampingan dalam 
pelaksanaan ketahahan keluarga. 
 
• Pembinaan dan Pengawasan 
Pembinaan dan Pengawasan 
dalam Peraturan Daerah (Perda) 
Tentang Ketahanan Keluarga 
memuat tim pembinaan ketahanan 
keluarga, susunan anggota ketahanan 
keluarga, motivator ketahanan 
keluarga, koordinasi. 
 
• Peran Serta Masyarakat 
Peran Serta Masyarakat dalam 
Peraturan Daerah (Perda) Tentang 
Ketahanan Keluarga terdiri dari 
perguruan tinggi dan akademisi, 
organisasi kemasyarakatan, 
organisasi keagamaan, lembaga 
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swadaya masyarakat, pelaku usaha. 
 
• Sistem Informasi Ketahanan 
Keluarga 
Sistem Informasi Ketahanan 
Keluarga dalam Peraturan Daerah 
(Perda) Tentang Ketahanan Keluarga 
memuat paling tidak tentang sistem 
informasi tentang pembangunan 
ketahanan keluarga yang mencakup 
hasil informasi, hasil sensus, hasil 
survey dan pendataan keluarga. 
 
• Pendanaan 
Pendanaan dalam Peraturan 
Daerah (Perda) Tentang Ketahanan 
Keluarga terdiri dari anggaran 
pendapatan daerah Kota Bandar 
Lampung dan sumber lain yang 
dapat diperuntukan bagi ketahanan 
keluarga. 
 
• Ketentuan Peralihan 
Sebelum adanya Peraturan 
Daerah (Perda) ini dengan ketentuan 
dapat dilaksanakan peraturan yang 
sebelumnya dan penyesuaian dalam 
Peraturan Daerah ini. 
 
• Penutup 
Penutup dalam Peraturan Daerah 
(Perda) Tentang Ketahanan Keluarga 
memuat tentang pelaksanaan 
Peraturan Daerah dapat dilakukan 




5.1.  Kesimpulan 
Rancangan Peraturan Daerah 
(Perda) ini yang berisi Landasan 
Filosofis, Sosiologis dan juga berisi 
kajian mengenai teoritik dan azas-azas 
tentang Ketahanan Keluarga atas usul 
legislatif DPRD Kota Bandar 
Lampung memang sangat diperlukan 
dikarenakan sampai dengan hari ini 
belum ada Undang-Undang khusus 
tentang Ketahanan Keluarga. Oleh 
karena itu Peraturan Daerah Tentang 
Ketahanan Keluarga tersebut akan 
menjadi acuan dan dasar bagi tatanan 
kehidupan masyarakat terkecil 
berbangsa dan bernegara yaitu 
keluarga yang mengatur tentang arah 
jangkauan, ruang lingkup, materi 
dalam peraturan, juga agar memenuhi 
komponen ketahanan keluarga yaitu 
komponen legalitas, struktural, 
ketahanan fisik, ketahanan sosial, 
ketahanan psikologis, ketahanan sosial 
budaya, tentang komponen ketahanan 
ekonomi menjadi patokan utama dalam 
Ketahanan Keluarga secara 
keseluruhan terutama di Kota Bandar 
Lampung, maka yang diperlukan 
antara lain pendapatan daerah 
perkapitas masyarakat, lingkungan, 
lapangan pekerjaan dan kesehatan 
yang memadai. 
5.2. Saran  
Karena Ketahanan Nasional 
dibutuhkan ketahanan masyarakat 
dimana unit terkecil didalam 
masyarakat adalah keluarga oleh sebab 
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itu sangatlah penting untuk penguatan 
ketahanan keluarga yang menjadi 
prioritas utama pemerintah daerah 
dalam rangka pembangunan 
masyarakat secara utuh. Peraturan 
Daerah ini sangatlah perlu karena 
sebagai arah tujuan dalam rangka 
pembangunan masyarakat dan 
kebijakan pemerintah daerah dalam 
mengambil kebijakan dalam 
pembangunan secara utuh.  
Oleh sebab itu maka diperlukan 
peraturan yang khusus tentang 
Ketahanan Keluarga sebagai dasar 
legalitas dan yuridis dalam rangka 
pemerintah daerah untuk mengambil 
kebijakan. Perbedaan kondisi 
ketahanan keluarga yang sangat 
timpang juga akan mempengaruhi 
pembangunan daerah. Oleh karena itu 
maka sangat dibutuhkan kebijakan 
pemerintah daerah untuk 
meningkatkan kesejahteraan keluarga 
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